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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian diatas dari hasil penelitian yang dilakukan, maka 

penyusun menarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pelaksanaan dari PERMA No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi 

Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik sudah 

dilaksanakan dengan semestinya dan sesuai dengan aturan yang telah 

dikeluarkan tanpa ada perubahan struktur beracara sebelumnya di 

Pengadilan. Dengan adanya e-court ini sebagai instrument penting dan 

terobosan baru yang mampu memanfaatkan teknologi dengan baik, 

adanya e-court untuk memaksimalkan dan mengembangkan potensi 

yang ada di pengadilan. 

2. Adanya sistem e-court  ini memiliki dampak yang baik bagi kemajuan 

peradilan di Indonesia. Di pengadilan Tata Usaha Negara Mataram 

pelaksanaanya sesuai dengan aturan yang telah dikeluarkan oleh 

Mahkamah Agung. Selain itu, dengan adanya e-court masyarakat akan 

lebih mudah untuk mencari keadilan dan lebih peka terhadap 

permasalahan hukum, tujuan dari adanya e-court sendiri agar lembaga 

peradilan menjadi lembaga yang lebih bersifat transaran dan akuntabel 

dalam menyelesaikan suatu perkara. 
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3. Hambatan dalam pelaksanaan e-court ialah sebuah inovasi baru di 

dunia peradilan di Indonesia dengan adanya e-court tidak mengubah 

struktur beracara sebelumnya. Namun, dengan adanya terobosan baru 

ini, yang dibutuhkan ialah kelengkapan infrastuktur yang memadai 

untuk mendukung pelaksanaan e-court serta keahlian Sumber Daya 

Manusia untuk menggunakan teknologi informasi guna terhubungnya 

jaringan dengan baik dari pusat. 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang telah dirumuskan di atas, maka penyusun 

memberikan beberapa saran kepada pihak yang terkait sebagai berikut: 

1. Penyusun berharap agar setiap Pengadilan di Indonesia yang 

menggunakan sistem e-court harus siap dalam segala segi, misalnya 

sarana infrastruktur yang memadai. Serta dalam implementasi e-court 

pihak Pengadilan harus lebih mengembangkan lagi sistem e-court 

tersebut agar lebih mudah dipahami oleh semua kalangan yang ingin 

mencari keadilan. 

2. Dalam pelaksanaan e-court di Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram 

harus bisa menyediakan pelayanan e-court di tempat pengadilan secara 

langsung dikarenakan tidak semua pihak ingin menggunakan advokat. 

Maka demikian, apabila bagi principal yang ingin menggunakan e-

court dalam proses penyelesaian perkara pihak pengadilan bisa 

langsung membantu dan mengarahkan principal dalam menggunakan 

sistem e-court. 
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3. Dalam proses pelaksanaan e-court masih ditemukan hambatan dengan 

sistem e-court tersebut, hal ini diharapkan untuk para advokat yang 

sudah terlisensi wajib menggunakan e-court dan mendaftar terlebih 

dahulu menggunakan alamat e-mail. 
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Gambar 1.1 Struktur Organisasi Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram 
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Grafik 1.2 Statistik Pegawai Berdasarkan Jabatan 
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Gambar 1.3 Gugatan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram secara E-Court 
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Gambar 1.4 Gugatan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram secara Konvensional 
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Gambar 1.5 Tata Cara Pendaftaran Pengguna Terdaftar 
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Gambar 1.6 Tata Cara Pendaftaran Pengguna Terdaftar 
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Gambar 1.7 Biaya Panjar Perkara Melalui Online 
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Gambar 1.8 Tata Cara Pembayaran Biaya Secara Online 
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Gambar 1.9 Daftar Pertanyaan 

 

 

 

 

 

 


